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Saksi dalam persidangan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari
alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Peraturan perundang-
undangan Hukum Acara perdata di Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata)
telah mengatur tentang hukum pembuktian yang termasuk di dalamnya adalah
aturan tentang pemeriksaan saksi. Berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam
Pasal 150 HIR terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang
memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan
pertanyaan kepada saksi yang diajukan di dalam persidangan, yang mana hal ini
dikenal dengan istilah pemeriksaan saksi secara silang(cross examination).
Namun, dalam praktek yang terjadi di lapangan, tidak semua Majelis Hakim
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau
kesempatan untuk membantah keterangan yang didalilkan oleh saksi dari pihak
lawan. Sehingga dari sini terlihat adanya suatu ketidaksesuaian antara praktek
yang terjadi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi
secara silang (cross examination) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota
Malang. Adapun tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pandangan Hakim
dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang
(cross examination) di Pengadilan Agama Kota Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
sosiologis, dengan perolehan data yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teori fenomenologis.
Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari data primer yang
didapatkan langsung dari informan, yang kemudian didukung dengan sumber data
sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh 4 (empat) macam
praktek pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Kota Malang; yaitu: pertama,
Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara
langsung kepada saksi; kedua, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para
pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis hakim; ketiga, Majelis Hakim
memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi hal yang tidak
disetujui dalam kesimpulan; keempat, Majelis Hakim tidak memberi kesempatan
para pihak untuk bertanya kepada saksi karena sudah ada pengakuan. Dalam hal
ini, Hakim dan Advokat berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam
Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang harus dilaksanakan, karena
sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



